SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 2% TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS]I,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

: a. bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan

yang efektif dan efisien dan mendukung
terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik diperlukan
keselarasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik antar
pemerintah pusat dan daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2026
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Toba Samosir, disebutkan bahwa ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan
unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan
Bupati;

. bahwa ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan

Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan
ketentuan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Toba;
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Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir
Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441
Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di
Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor J5)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1
Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2026 Nomor 1);

Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi



Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba
Tahun 2022 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Toba Nomor 46 Tahun 2023
tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Ls
2,
3.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Toba.

Bupati adalah Bupati Toba.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Toba.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Bupati Toba.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C Kabupaten Toba yang
selanjutnya disebut Badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan beban kerja
kecil.

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut
Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain.

Ideologi Pancasila adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan cita-cita
luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari kepribadian, budaya, dan
pandangan hidup masyarakat, serta ditetapkan sebagai dasar negara.
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan
persatuan wilayah (nasional) dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan landasan utama
adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk
mencapai tujuan nasional.

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk
menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya
disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan
tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai
dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa,
keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan
keamanan.

Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendeteksi dan mencegah permasalahan yang memengaruhi
penyelenggaraan pemerintahan.

Kewaspadaan nasional adalah kualitas kesiapsiagaan dan kesiagaan
bangsa Indonesia dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah
potensi ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan (ATHG)
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konflik adalah pertentangan, perselisihan, atau ketidaksesuaian antara
dua pihak atau lebih (individu, kelompok, atau organisasi) yang terjadi
akibat perbedaan pandangan, tujuan, kepentingan, nilai, atau sumber
daya yang terbatas, dan sering kali melibatkan perjuangan untuk
mencapai sesuatu yang diinginkan.
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Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik
sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup
pencegahan konflik, penghentian konflik, dan
pemulihan pascakonflik.

Konflik sosial adalah pertentangan antarindividu, kelompok, atau
dengan pemerintah yang melibatkan tindakan ancaman, kekerasan,
atau upaya membinasakan lawan akibat perbedaan ciri (fisik,
kebudayaan, kepentingan, atau nilai.

Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya adalah kemampuan dinamis
suatu bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dari tantangan
internal maupun eksternal melalui penguatan ekonomi, keharmonisan
sosial, serta pelestarian budaya.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait
dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan
keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang
terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan
dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan
setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah upaya
pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan
keberlangsungan organisasi agar sehat, mandiri, akuntabel, dan
profesional.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi
lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga
penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok
pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman
tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang
berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan
orang asing dan organisasi masyarakat asing.



35. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik
pemerintah maupun nonpemerintah yang pembentukannya dengan
atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Toba.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia.

38. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

39. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah
kebijakan pembangunan.

42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis
pemerintah daerah untuk 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi
dan program kepala daerah terpilih.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah
koordinasi Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3
Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.




Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah;

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
politik; dan

pelaksanaan kesekretariatan Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala Badan, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon IL.b;
b. Sekretaris, jabatan administrator/eselon IIl.a terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon
IV.a;
2) Jabatan Fungsional; dan
3) Jabatan Pelaksana.




(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

c. Bidang Kesatuan Bangsa, jabatan administrator/eselon IIl.b, terdiri
dari:
1) Jabatan Fungsional; dan
2) Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, jabatan
administrator/eselon IIl.b, terdiri dari:
1) Jabatan Fungsional; dan
2) Jabatan Pelaksana.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan,

membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa, politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan melaksanakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, evaluasi, dan
pelaporan, termasuk penyusunan program dan Rencana Strategis
(Renstra);

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Badan,;

d. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. melaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan;



(1)

(2)

[a—
.

melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
di wilayah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah;

melaksanakan pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah;

melaksanakan pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program Kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi,
sosial, budaya;

melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah kabupaten;

melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
kabupaten;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan
Kepala Bidang;

menetapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN di lingkungan Badan;
mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumen dan
arsip Badan; dan

mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh program, melakukan
evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Daerah.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi
pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, perencanaan, pelaporan
umum dan aset kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris melaksanakan fungsi:
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(1)

(2)

o

[S—
.

menyusun rencana kerja kesekretariatan;

mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis,
program, kegiatan, anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
mengoordinasikan penyusunan anggaran, pembukuan hingga
pelaporan keuangan Badan,;

menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan;

menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, pengembangan Kkarier,
kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelatihan, cuti dan disiplin serta
administrasi kepegawaian lainnya;

mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK);

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan, laporan
kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga, pengadaan barang,
pemeliharaan sarana dan parasana serta inventarisasi aset Badan;
mengoordinasikan penyiapan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

mengoordinaskian pengelolaan informasi dan dokumentasi;
mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Survei Kepuasan Masyarakat (SPM);

mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;

mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;

melaksanakan pembinaan administrasi, tata usaha, manajemen
kepegawaian, pengelolaan keuangan, koordinasi dan perencanaan
di lingkungan Badan; dan

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi hasil program Kkerja
sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip,
pengelolaan barang milik /kekayaan negara serta sarana dan dokumentasi
Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

a.

b.

menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas di Badan;
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(2)

c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas di Badan;

e. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

f. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan,
keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan
dokumentasi serta keprotokoleran;

g. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan,
dan kesejahteraan kepegawaian;

h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut
melaksanakan;

i. penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas di Badan;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 4
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 9

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Kesatuan Bangsa melaksanakan fungsi :

a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
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(1)

(2)

kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga Kkerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik
di wilayah kabupaten;

melaksanakan Forkopimda Kabupaten;

membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahannya;

menetapkan Sasaran Kerja Pegawai staf yang dibawahinya; dan
melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 5
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 10

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan
fungsi:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten;
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c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten,;

f. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahannya;

g. menetapkan Sasaran Kerja Pegawai staf pejabat yang dibawahinya;
dan

h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 11
Badan sebagai Perangkat Daerah wajib melaksanakan prinsip koordinasi,
sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan antar Perangkat Daerah.

Pasal 12
Kepala Badan sebagai pimpinan Perangkat Daerah wajib mengoptimalkan
pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara
efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Toba.

Pasal 13
Setiap pejabat struktural Badan wajib mendayagunakan, membina,
mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi
setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 14
Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan wajib menjalankan prinsip
koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan
eksternal.
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Pasal 15
Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan yang memangku jabatan
manajerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau
ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan
serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan merupakan ASN
Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Setiap ASN yang mengemban tugas di Badan dalam melaksanakan tugas
wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

Pasal 18
Setiap ASN yang mengemban tugas di Badan dalam melaksanakan tugas
wajib menggunakan sarana dan prasarana kerja secara tepat guna, tertib,
teratur, bersih dan rapi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19
Di lingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya dan keterampilan yang
pengangkatannya sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21
(1) Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian
tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KEUANGAN

Pasal 22
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
sumber lainnya yang sah.

Pasal 23
Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan merupakan penerimaan daerah dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Badan dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah wajib
menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib,
kepastian dan taat asas.

BAB VII
ASET
Pasal 25

(1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Badan merupakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Badan wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan,
pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi
pemerintah.

Pasal 26
Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak
maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya
melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan
daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 2 A-pril 2026

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 22 p-pril 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR 2.3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAH AN KESEJAHTERAAN RAKYAT

‘2. LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H
““PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP: 19750804 200502 1 002
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 23 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

I |
KELOMPOK JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL SUB BAGIAN FUNGSIONAL/PELAKSANA
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I

BIDANG POLITK DALAM
NEGERI DAN ORGANISASI
BIDANG KESATUAN BANGSA KEMASYARAKATAN

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN PELAKSANA ] JABATAN PELAKSANA

BUPATI TOBA,
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA Cap/dto
ASISTEN PEMERINTAH AN KESEJAHTERAAN RAKYAT

epala Ba uk

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

‘ 3-~~LUKM@;,}Y JANTI SIAGIAN, SH, M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b) 18
P. 19750804 200502 1 002




